FERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA DANIATAL INFORMASI DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENERIMAAN NEGARA
NOMOR PRJ-I4y/PJ/2025
NOMOR AHU-HH.04.02-44

Pada hari ini Kmﬁs,maisabﬂmhuhnsmhwlamndmﬁbummmhhinw

(11-09- 2025), berternpat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BIMOWIAYANTO  : Direkiur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Republik  Indonesia, berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor B3/TPA Tahun
2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari
dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Direkiorat Jenderal
Pajak Kemaenterian Keuangan Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Jenderal Galot Subrolo
Kaviing 40-42, Jakarta, 12190, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pihak |,

2. WIDODO . Direktur Jenderal Administrasl Hukum Umum
Kementerian  Hukum  Republik  Indonesia,
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pembarhentian
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dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum
Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Sald Kaviing 8-
7, Jakarta Selatan, 12040, untuk selanjutnya disebut

sebagal Pihak |1,

Bahwa Pihak | dan Pihak || secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara hersama-
sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagal berikut:

Pihak | adalah Unit Kerja Eselon | di Lingkungan Kementeran Keuangan
Republik Indonesia yang mempunyal tugas menyelenggarakan perumusan,
pelaksanaan kebijakan dan standarisasi leknis di bidang perpajakan sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan
kelentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pihak |l adalah Unit Kerja Eselon | di lingkungan Kementerian Hukum Republik
Indonesia yang mempunyai lugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesua
dengan ketentuan paraturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Momor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang MNomor 61 Tahun 2024 lentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6694);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
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11.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementeran Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis
Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Dala dan Informasi yang
Berkailan dengan Perpajakan (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2017
MNomor 1877);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tala
Kera Kementerian Hukum {Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 832);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 lentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1063); dan

Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tala Naskah Dinas
Kementarian Hukum (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal lersebul di atas, Para Pihak sepakal untuk melaksanakan
Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Dala dan/atau Informasl dalam rangka
Mendukung Penerimaan Negara, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota
Kesepahaman antara Kementarian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Nomor M.HH-13.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor
NK-2/MK.01/2025 lentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum
dan Keuangan Negara, yang selanjulnya disebul sebagai Perjanjian Kerja Sama, yang
diatur dalam ketentuan sebagai berikut
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(1)

(2)

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam
melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang
lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan
koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,
fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

™~ ® ap

pemanfaatan dan pemadanan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas,
Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Badan Usaha Millk Desa
dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, Jaminan Fidusia, Kurator dan Pengurus,
serta Notaris yang dimiliki Para Pihak dalam rangka mendukung penerimaan
negara;

pemanfaatan dan pemadanan data danfatau informasi dalam rangka
administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak;

Konfirmasi Status Wajib Pajak;

pemanfaatan data perpajakan dalam rangka verifikasi data pemilik manfaat;
peningkatan kapasitas sumber daya manusia Para Pihak; dan

kegiatan lain yang disepakali Para Pihak dalam rangka Pembangunan Masional.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

pertukaran dan pemanfaalan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas,
Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Badan Usaha Milk Desa
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(1)

(2)

(1)

dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, Jaminan Fidusia, Kurator dan Pengurus,
serta Nolaris yang dimiliki Para Pihak dilaksanskan melalui mekanisme web
sarvice, web portal, dan media lainnya;

pelaksanaan yang bersifat leknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama
ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk Petunjuk Teknis yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan

mekanisme web partal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat digunakan
dalam jangka wakiu paling lama 31 Desember 2025

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka wakiu 5 {lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubsh, atau diakhid atas
perselujuan Para Pihak melalul pemberitahuan tertulls dari salah satu Pihak
kepada PFihak lainnya paling lambat 3 (liga) bulen sebelum dilakukan

perpanjangan, perubahan, atau pangakhiran.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK
Pihak | berhak:
a. memperoleh hak akses melalul sistem web service, web portal, dan media
lalnnya dari Pihak |I;

b. memperoleh data danfatau informasi transaksi terakhir dan profil lengkap
dari Pihak Il untuk kepentingan perpajakan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdanjlan Kerja
Sama ini;

c. memperoleh data dan/atau informasi transaksi terakhir dan profil lengkap
dari Pihak |l untuk penggalian potensi perpajakan, pengawasan,
pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum perpajakan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perjanfian Kerja Sama ini; dan
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menenma laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam)
bulan sekall terhadap penggunaan atas akses web service dan media lain
serta penggunaan data ldentitas Wajib Pajak dalam rangka valldasl data
Wajib Pajak pengguna layanan Pihak Il yang diakses sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak Il berhak:

a.
b.

memperoleh hak akses melalui sistem web service dan Pihak |;
memparaoleh data dan identitas Wajib Pajak dalam rangka validasi data
Wajib Pajak pengguna layanan Pihak Il, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanfian Kerja
Sama ini;
memperoleh layanan penerbitan, perubahan data, dan penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak secara elekironik bagi Perseroan Terbatas, Perseroan
Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer,
Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata yang disahkan atau didaftarkan
oleh Kementerian Hukum dari Pihak |;
mendapatkan pemadanan data Perseroan Terbatas, Perseroan
Percrangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer,
Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata dengan data Konfirmasi Status
Waijib Pajak tarkait validasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan pelaporan Surat
Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak 2 (dua) tahun terakhir;
pemutakhiran data dan/atau informasi profil korporasi dan pemillk mantaat,
sebagaimana lercantum dalam Lampiran | yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
menerima hasil verifikasi atas date pemilik manfaat yang terdapat pada
pangkalan data Pihak || berupa:
1. status pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 1 (satu) tahun
terakhir; dan
2. kelerangan stalus Sural Pemberilahuan Tahunan lapor (kurang
bayarinihillebih bayar) atau tidak lapor.
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh dari Pihak | pada
dokumen yang diakses oleh pihak lain sesual dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan berfaku; dan
menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam)
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bulan sekali terhadap penggunaan atas akses web service dan media lain
seria penggunaan dala dan/alau informasi Perseroan Terbatas, Persercan
Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasl, Persekutuan Komanditer,
Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Badan Usaha Milik Desa dan
Badan Usaha Milik Desa Bersama, Jaminan Fidusia, Kurator dan Pengurus,
serta Notaris yang diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6
KEWAUJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak | berkewajiban:
a. memberikan hak akses web service kepada Pihak II;

b.

menyediakan data idenlitas Wajlb Pajak dalam rangka validas! data Wajib
Pajak pengguna layanan Pihak ||, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama ini;
memberikan layanan penerbitan, perubahan data, dan penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak secara elekironik bagl Perseroan Terbalas,
Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata yang disahkan atau
didaflarkan oleh Kementerian Hukum kepada Pihak |I;
melakukan pemadanan data Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan,
Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komandiler, Persekutuan
Firma, Persekuluan Perdata dengan data Konfirmasi Status Waijib Pajak
terkait validasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan pelaporan Surat
Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak 2 (dua) tahun terakhir:
melakukan pemutakhiran data dan/atau informasi profil korporasi dan
pemilik manfaat, sebagaimana tercanium dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darl Perjanjian Kerja Sama ini;
menyampalkan hasil verifixasi atas data pemilik manfaal yang lerdapat
pada pangkalan data Pihak 1l berupa:
1. status pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 1 (satu) tahun
tarakhir, dan
2, kelerangan status Sural Pemberitshuan Tahunan lapor (kurang




bayar/nihilebih bayar) ateu lidak lapor.
mengimbau kepada Wajib Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak lerdaftar,
yang akan dilakukan pembukaan pemblokiran akses pads Sistem
Administrasi Badan Hukum Pihak |I, untuk melakukan pembayaran dan
melampirkan bukti pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dani Pihak 11
dan
menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6
(enam} bulan sekali terhadap penggunaan atas akses web service dan
media lainnya serta penggunasn data dan informaei Perseroan Terbatas,
Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, Badan Usaha Milik
Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, Jaminan Fidusia dan Notaris
yang diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak Il berkewajiban:

a.
b.

mamberikan hak akses web service dan web porfal kepada Pihak |;
menyediakan dala dan/atau informasi fransaks! terakhir serta profil lengkap
dari Pihak Il untuk kepentingan perpajakan, sebagalimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja
Sama Inl;

memberikan informasi kepada korporasi, yang dilakukan pemblokiran
akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum Pihak I, untuk melakukan
pembayaran utang pajak yang menjadi dasar pemblokiran akses dan
pembayaran Penerimaan MNegara Bukan Pajak untuk dapat dilakukan
pembukaan pemblokiran akses Sislem Administrasi Badan Hukum sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Pihak |;
dan

menyampalkan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6
(enam) bulan sekali terhadap penggunaan atas akses web service dan
media lain serta penggunaan data identitas Wajib Pajak dalam rangka
validasi data Wajib Pajak pengguna layanan Pihak |l yang diakses sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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Pasal 7
PENINGKATAN KAPASITAS PARA PIHAK

(1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis Para Pihak, dapat dilakukan
kerja sama, anlara lain dalam benluk lokakarya (workshap), bimbingan teknis,
dan seminar,

{2) Penyelenggaraan lokakarya (workshop), bimbingan teknis, dan seminar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
Para Pihak.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Blaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada
anggaran Para Pihak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kall dalam 1 (satu)
tahun.

Pasal 10
PERUBAHAN

(1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian
Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakatl
oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peranjian
Kerja Sama ini,

(2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Peranjian Kera
Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus
memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-ambatnya 45 (empat puluh
lima) hari keria sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak
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lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1)  Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju
untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja
Sama Ini.

(2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibual berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara teriulis dan disampaikan
melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a  Pihak |
Nama : Direktur Data dan Informasi Perpajakan
Alamat : Jalan Gatot Subroio Kaviing 40-42, Jakarta, 12190
Telapon : (021) 5250208
Pos-al . direktorat.dip@pajak.go.id
b. Pihak Il
Nama . Sekrelaris Direklorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat . Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta, 12940
Call Center : 1500106
Pos-al . kerjasamafiahu.go.id

(3) Penggantian dala korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) akan
diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak

kainnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dl kemudian har terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam
pelaksanaan Perjanjan Kerja Sama Ini, akan diselesalkan oleh Para Pihak secara
musyawarah untuk mufakat.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 13
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasl, baik yang
teriulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifal rahasia serta lidak boleh diberitahukan
kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan
alasan apapun juga sesuai Perjanjian Karja Sama ini.

Para Pihak sepakal dan setuju uniuk menjaga kerahaslaan mengenal Perjanjian
Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan
Perfanjian Kerja Sama ini

Kelentuan kerahasiaan inl beraku dan menglkst Para Pihak, balk selama
berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Peranjian Kerja
Sama Ini berakhir,

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh
salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para
Pihak sepakal untuk menyelesaikan perselisihan terssbut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau force majeure, dapat
dipertimbangkan kamungkinan perubahan tempat dan wakiu pelaksanaan tugas
pekeraan dengan perselujuan Para Pihak.

Yang lermasuk force majeure adalah:

a. bencana alam;

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
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Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kera Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asii, di
atas kerlas bermelerai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap
Pihak mendapatian 1 (satu) rangkap ash.

=

BIMO WIJAYANTO
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Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di
atas kerlas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap

Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli,
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LAMPIRAN |

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDOMESIA DAN DIREKTORAT
JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA MENDUKUNG

PENERIMAAN NEGARA
NOMOR;
NOMOR:

RINCIAN JENIS DAN ELEMEN DATA DAN/ATAL INFORMAS! YANG DIBERIKAN

OLEH PIHAK || KEPADA PIHAK |

No.

Jenis Data |

Rincian Elemen Data

 Mekanisme |
Panyampalan

1 | Persercan
Terbalas

Maksud dan Tujuan

. Maodal
. Pemegang Saham

Direksi dan Dewan Komisaris
Pemiiik Manfaat

Nama Notars

Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan
Terbatas

. Momor dan Tanggal Surat Kepulusan

dan/atau Surat Pembearitahuan

Web service
atau media
lainnya

b.
.
d.
e
f.

a,_ﬁhm

Alamal

Kedudukan

Nomor Talepon®
Pos-al*

Maksud dan Tujuan

13
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Web senvice
alau media
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. Modal Usaha
. Nama Direktur

Pamilik Manfaal |
Nomor Pokok Wajib Pajak Paersercan

Komanditer

L2

TEe =8 as o

3 2 & = o

Alamat atau media
Kedudukan lainnya

Maksud dan Tujuan
Asal

Pendiri/Sekutu
Pengurus

Pemilik manfaat

. Motaris

Nomor Pokok Waijib Pajak Persekutuan
Komanditer

. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan

danfatau Surat Pemberitahuan

4  Persekuluan
Firma

=~ 9 B p OB
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Alamal alau madia
Kedudukan lainnya

Pemilik manfaat

Nama Notaris

Nomor Pokok Waiib Pajak Persekutuan
Firma




ﬁ. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan |

| danatau Surat Pemberitahuan

5 | Persakutuan
Perdata

Nama

Alamat

Kedudukan

Nomor Telepon®

Pos-al*

Maksud dan Tujuan

Asel

Pendiri/Sekutu

Pengurus

Pemillk manfast

Nama Nolaris

I.  Nomor Pokok Waijib Pajak Persekutuan
Perdata

m. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan

dan/atau Surat Pemberitahuan

~ o ap oo

7w

— =

=

]

e i e ———

atau media
lainnya

6 | Yayasan

| a. Nama

b, Alamat |

c Kedudukan

d. Nomor Telepon®

e Pos-al*

f. Maksud dan Tujuan

g. Modal

h. Pendiri

I, Pengurus

J. Pemilik manfaat

k. Nama MNotaris

. Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan

m. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
dan/atau Surat Pemberitahuan

Web service '
atau media
lainnya

—
b. Alamat
¢. Kedudukan

Web service
atau media

Pihak i




Pos-el*

Maksud dan Tujuan

Modal

Pengurus/Pengawas

Pemilik manfaat

Nama Nolaris

MNomor Pokok Wajib Pajak Perkumpulan
MNomor dan Tanggal Surat Keputusan
dan/atau Surat Pemberitahuan

-~ 8

= w2

Nama

Alamal

Kedudukan

. Maksud dan Tujuan
Modal
Pengurus/Pengawas
. Pemilik manfaat

. Nama Notaris

-~ 9 B8P T P

'I. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan

dan/atau Sural Pemberitahuan

] FBudmLhﬂ'r-u
Milik Desa
dan Badan
Usaha Milik

lﬂmama

a. Nomor Registrasi

b. Nama WP

¢. Kedudukan

d. Tanggal Verifikasi

&, Jenis Transaksi

f. Jenis Badan Usaha Milik Desa

' Web service
| atau media
lainnya

Web service
atau media
lainnya

L
10 [Jaminan
| Fidusia

a, Nama Pemberi (orang/korporasi pemilik
benda yang menjadi jaminan)

b. Nama Penerima

c. Nama Notaris

d. Tempat Kedudukan Notars

e, Alamal Pemberi

f. Alamat Penerima

g. Nilal Objek
h. Nilai Penjaminan

atau media
lainnya

16 |




' h. Nilai Penjaminan [
i. Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Induk
| | Kependudukan Pemberi

). Nomor Perjanjian Pokok

k. Uratan Objek

11 ‘Humu-m ~la Nama Web service
' Pangurus b. Tempat Lahir atau media

¢. Tanggal Lahir lainnya

d. Nomeor Induk Kependudukan

&. Alamal Kantor

f. Nomor Surat Bukti Pendaftaran atau
Paerpanjangan

g. Tanggal Mulal Beriakunya Surat Bukti
Pendaflaran atau Perpanjangan

h. Tanggal Berakhimya Surat Bukti

Pendaftaran atau Perpanjangan

12 | Notaris a. Nama Web service

b. Nomor Induk Kependudukan atau media

c. Alamat Kantor lainnya

d. Tempal Kedudukan

| &. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
Pengangkatan sebagai Notaris

f. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
Pindah Wilayah Jabatan Notaris*

g. Nomor dan Tanggal Surat Kepulusan
Pemberhentian/Pensiun Notaris®

BINO WIJAYANTO

17 PARAF
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LAMPIRAN (I
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN DIREKTORAT
JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDOMNESIA
TENTANG PEMANFAATAN DATA DAMN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENERIMAAN NEGARA

NOMOR:

NOMOR;

RINCIAN JENIS DAN ELEMEN DATA DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBERIKAN
OLEH PIHAK | KEPADA PIHAK It

I ]

No. | Janis Data Rincian Eleman Data M-
1 | Pemilik Manfaat dari Sural  |a. Nama Lengkap Web service
Pemberitahuan Tahunan b. Nomor Pokok Wajib atau media
Wajib Pajak Pajak Pemiliik Manfaat lainnya
ic. Nomor ldentitas
d. Tempat Tanggal Lahir
e Kewarganegaraan . ;
f. Alamat
g Keterangan
h. Nama Badan
i. Nomor Pokok Wailb
Pajak Badan
| j. Jenis Badan Hukum
| k. Alamal Badan Hukum
2 | Perseroan Terbatas, a. Nama Web service
Perseroan Perorangan, b. Nomor Pokok Waijib atau media
Yayasan, Perkumpulan, Pajak lainnys
Koperasi, Persekutuan
Komandiler, Persekuluan
Firma, Persekutuan Perdata,
Badan Usaha Milik Desa dan
Badan Usaha Millk Desa ! N __ i
18 BARAE |
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